
BUPATI BINTAN
PERATU RAf{ BUPATI EINTAN

NOMOR:ZL/2DtO

TENTANG

PEDOMAN KEGIATAN BANTUAN HIBAH

PFNGUATAN MODAL USAHA PERKEBUNAN DAN
PENGEMBANGAN KARET UNGGUL PROGRAM PENGEMBAilGAN AGRIEISNIS

KABUPATEN BINTAN TAHUN 2O1O

Menimbang

Mengingat 1.

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIBINTAN,

a. bahwa guna tertib administrasi dan keuangan maka perlu

dibuat suatu petunjuk pelaksanaan untuk penyaluran Bantuan
Hibah Penguatan Modal Usaha Perkebunan dan Kegiatan

Pengembangan Karet Unggul Program Pengembangan
Agribisnis di Kabupaten Bintan Tahun 2010;

b. behwe b€rdasarl€n peftirnbangan huruf a maka perlu diatrr
dengan Peraturan Bupati Bintan tentang Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Hibah Penguatan Modal Usaha

Perkebunan dan Pengembangan Karet Unggul Program

Pengembangan Agribisnis Kabupaten Bintan Tahun 2010.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor
38e6);
undefig-undang Nomor L2 Tahun 1992 tentang Sistem

Budidaya Tanaman {Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 34781;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Propinsl Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 20AZ Nomor 111, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndosesia Nomor 42371;

Undang-undang Nomor 17 Tahr.rn 2003 tentang Keuangan

NeEara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negana Republik lndonesia

Nomor4286);
Undang-undang Nomor 1 Tahun
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2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4355h

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Peng€loleen dail Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

118, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

a/'33l;



7. Ur*rgrrndang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

{Lernbaran Negara Republik lndosesia Tahun 2004 Nomor 85,
Tarnbahan Lembaran Negara Nomor a{L!l;

8. ttrdailsrrndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Oaerah {Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 125,
Tembahan lembanln Negara N6m6r 4437);

9. Undangrundang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
fianangan antara Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

{Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor t26, Tambahan
Lembaran Negara Nomor a438);

10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1952
Nomor 115, trambahan Lembaran Negara Nomor 3501h

Lt. P€ianri€n Pcfl1€rintefr Nomor 6 Hhun 1995 t€nHng
Perlindungan Tanaman {Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun tr995 Nomsr l2,Tambahan tembaran Negara Ndmer

3586);

t2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndoncsia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4578h

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi
K6$rrpa €n Binten Provinsi K€pulauan Riau {L€r}lbaren Ncgara
Republik lndonesia Tahun 2006 ltlornor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4905);

t4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Femerintah Daerah

Kabupaten/Kota {Lernbaran Negara Republik lndonesia tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
rnd6n$ia N0m6f 47371;

15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barangfiasa Pemerintah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2003);
16. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006' tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nornor 59 Tahun 2OA7;

17. Peieturen oecrah Kabupeten Einran Nornor 1 Tafiun 2010
tentang Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah {APBD}
Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bintan Nomor l Tahun Anggaran 2010);

18. Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Eelanja Daerah
Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah
Kabupaten Bintarr Nomor lTahun Anggaran 2010h
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Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN KEGIATAN BANTI.,'AN TIIBAH PENGUATAN
MODAL USAHA PERKEBUNAN DAN PENGEMBANG KARET
UNGGUL PROGRAM PENGEMBANGAN AGR]BISNIS
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2O1O;

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Bintan;
Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Kekayaan daerah yang kelanjutannya
disingkat dengan DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Kekayaan
Daerah Kabupaten Bintan;
Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan;
PCruges P€rk€Eruilan/penenien adalah sref Dinas p€fianian daR KehuHRaR KabuBat€n
Bintan;
RT/RW, Lurah/Kepala Desa adalah RT/RW, Lurah/Kepala Desa dimana calon penerima
penguatan modal usaha perkebunan dan kegiatan pengembangan karet ungggul
berdomisili;
Penguatan Modal Usaha Perkebunan adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat
petani secara selekif, tidak terus menerus berupa uang untuk pengelolaan dan
pemeliharaan usaha taniperkebunan Kegiatan Pengembangan Karet Ungguldi Kabupaten
Blntan" Kegiatan PengembenEan Karet Unggul adalah risaha peremaiaaR dan
pengembangan karet unggul melalui pemberian bibit karet unggul kepada masyarakat
yang pemberiannya dilakukan secara selektif.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai a{rrim d*n pelaksanaan
penyaluran/pemberian Bantuan Hibah Penguatan Modal Us*a Forkebunan dan
Kegiatan Pengembangan Karet Unggul.
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk rnenjamin qr plaksanaan
penerima Bantuan Hibah Penguatan Modal Usaha Perkebunan dm l(egiatan
Peng€mbangan Karet unggul dapat teBet sasaran den dilalcanek€n sffie €f€hif dan
efisien' 

BAg *r
RUAN6 TINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Penguatan Modal Usaha Perkebunan dan Pengembangan Karet Unggul adahft :

(1) Masyarakat petani penerirna Bantuan Hibah Penguatan Modal Usaha Perkebtrrun sta
menerima bibit karet unggul kegiatan pengembangan karet unggul adalah mas@
yang berada di (ecarnatan Teluk Sebong {Desa Sri Bintan}dan Kecamatan Toapap fi}egn
Toanaval-
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(1)

(2)



(21 Bantuan hibah penguatan modal usaha perkebunan digunakan untuk pengelolaan dan
pcmeliharaan usaha tani perkebunan Kegiatan Pengembangan Karet Ungul di Kabupaten
Bintan.

BAB IV

KRITERIA DAN PERSYARATAN BANTUAN
Pasal 4

(1) Kriteria calon petani yang berhak memperoleh bantuan modal iniantara lain :

a. Petani adalah pekebun yang berdomisili atau penduduk setempat, yang dibuktikan
dengan KfP/KK dengan mata pencarian sebagaipetani.

b. Sehatjasmani dan rohani.
c. Telah berumur 2l Tahun atau telah menikah.'' -'tak sedang memperoleh bantuan dafi itemeriffiah veng pefidanaanya befsumb€ro. lil

dari APBN / RPBO.

e. Tergabung dalam kelompok tani.
f. Bersedia menandatangani surat perjanjian / surat pernyataan sanggup rnengelola

dan memelihara tanaman karet.
(2) Kriteria calon lahan yang berhak memperoleh bantuan msdaliniantara lain :

a. Merupakan lahan di wilayah Kabupaten Bintan.v b. Areal tanaman karet yang sudah tidak produktif (tua/rusak) dengan maksud untuk
diremajakan atau pengembangan areal baru untuk pengembangan karet.

c. Mempunyai status tanah yang jelas (milik sendiri) dan tidak sedang dalarn proses

hukum.
d. Makimal 1Ha per KK.

(3) Persyaratan Penerima Bantuan:
a. Membuat serta mengajukan permohonan kepada Eupati Bintan cg Dinas Pertanian

dan Kehutanan Kabupaten Bintan yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat.
b. Photo copy KTP suami/istri dan kartu keluarga rangkap 3 {tiga}.
c. Pas Ph6t6 calon pEnerlma bantuan 3 x 4 seban]rak 3 ttrga) lEmbaf.
d. Kelompok tani yang memperoleh bantuan hibah penguatan modal usaha perkebunan

harus membuka nomor rekening kelompok pada bank yang ditunjuk.

8AB V
MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 5

(1) Petani yang menerima dana Bantuan Hibah Penguatan Modal t"Hra hr*ebunan dan

Kegiatan Pengembangan Karet Unggul adalah yang telah diseleksi o&eh pet4gas dari Dinas

Pertanian Dan Kehutanan dengan melibatkan Lurah/Kepala Desa sefernpat serta
memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud daldn pml 4 yang

ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bintan.
(2) Peneairan dane Bantuan Hibah Penguatan Modal usaha Perkebuhen rx6*, tuffiap

pengembangan karet unggul dilakukan oleh DPPKD Kabupaten Bintan sS*t nengma
Anggaran setelah*-mendapat rekomendasi dari Bupati Kabupaten Bintan berffit
permohonan yang diaiukan oleh kelornpok

(3) Dana langsung diserahkan/diberikan kepada Kelompok Tani penerirna ntr*ehd r€fteteg
Bank kelompok dengan dipantau oleh petugas Dinas Pertanian dan Kehutanan t*tryaet
Bintan dan bantuan dana menjaditanggungjawab ketua kelompok sepenuhcya.

(4) Ketua Kelompok atas nama anggota kelompok penerima bantuan menyampaikan bporan
kepada Dinas Peftanlan dan K€hutanan Kabupaten Bintafi sebagal pembina.



BAB VI

MEI(A}IFME PINTAH€GU NGJAWABAN

Pasal 6

{1) Surat Pertanggungiauraban tspt} sebrybnan dimaksud dalam pasal 5 berupa buku

rekening kelompok dan bporsr huil1gm yang s€penuhnya menjadi tanggungjawab
ketua kelompok.

BA8 Vll
s*il|Csr
hd7

Ketompok Tani dapat dikenakan san*si a# hrbukti melakukan pelanggaran terhadaB

penggunaan bantuan hibah di luar pememraa dan pengelolaan usaha tani perkebunan

Kegiatan Pengembangan karet Unggul. Bantffi yag ahn disampaikan dapat dibatalkan secara

s€pihdk apabila berdasefkan hasil evalr.arii tlai Fsinerilcra€n lapangan teibukti benar.

gAB Vlll
MOilNOffi{G Mf{ EVALUASI

Pffil8
(1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dtn6 &rtaoian dan Kehutanan.

(2) Petugas berhak menegur secara langsurg rnaupm tilak langsung terhadap kelompok tani
yang dinilai melakukan penyimpangan dakn pe&Bgunaan dana.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dirnalsud pada ayat (1), Dinas Pertanian dan

Kehutanan menyampaikan laporan kepada &Fati

m8 0(
KETENTAf{ FIM'ruP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sryaniang rnengenai teknis operasional

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertenbt fui (ehutanan.

Fasal XO

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Faturan ini dengan

penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan-

Di@lwrdlCtAf{G
Padaffi€Sd 20 se?erlBan

Diundangkan diKIJANG

Pada tartggal 2010
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BINTAN

Drs. M. AMIN MUCHTAR

5"C, MM.


